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Peranan kredit perbankan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional semakin meningkat sejalan
dengan perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan,
diperlukan adanya suatu benda jaminan. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah hak
atas tanah beserta benda/bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan telah terjadi unifikasi di bidang hukum
jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui lembaga hak
tanggungan. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA maka terbentuk Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang Berkaitan
Dengan Tanah. Pengikatan jaminan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4
tahun 1996 adalah yang paling memiliki kepastian hukum. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan masih banyak mengalami kesulitan. Penetapan sita jaminan oleh pengadilan juga sangat
merugikan pemegang hak tanggungan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pihak
kedua selaku pemberi hak tanggungan mengenai pelunasan utang. Kemudian perlindungan hukum terhadap
pemegang hak tanggungan dan alasan putusan pengadilan juga akan dibahas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu suatu
metode yang menitikberatkan penelitian terhadap segi-segi yuridis dengan menggunakan data kepustakaan
sebagal penelitian data sekunder. Tanggung jawab pemberi hak tanggungan terhadap PT. Bank P dan PT.
Bank PS sebagai pemegang hak tanggungan tetap ada pada pemberi hak tanggungan dan tidak beralih
kepada PT. SA. Sebagal kreditor pemegang hak tanggungan, PT. Bank P dan PT. Bank PSlebih
didahulukan dalam pelunasan utang-utangnya daripada kreditor-kreditor yang lain.

Eksekus atas jaminan pelunasan utang yang diikat dengan hak tanggungan pun lebih mudah dilaksanakan
karena disediakan beberapa cara dalam hal eksekusi hak tanggungan. Akta nomor 2 tanggal 17 Nopember
1999 disahkan oleh hakim karena dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, sehingga
mengakibatkan perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku dan menjadi
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pertimbangan hakim yang lebih mengutamakan
kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam Hak
Tanggungan.
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